
 

 

BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 34                          2014                                   SERI :  E 

    PERATURAN WALIKOTA BEKASI 

                                           NOMOR 34 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 46 
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BEKASI, 

 

Menimbang : bahwa dalam pelaksanaan hibah dan bantuan sosial terdapat 
beberapa permasalahan terkait dengan tahapan pencairan, 
pengadaan barang/ jasa serta dokumen pencairan yang perlu 
disederhanakan, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 
Tahun 2011 tentang  Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2012 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi 
Nomor 46 Tahun 2011 tentang  Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah perlu diubah untuk keempat kalinya yang 
perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 



 
 

     

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 

  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

 



 
 

 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5233); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 



 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5202); 

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A); 

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 

 

 

 



 
 

 
Memperhatikan : Berita Acara  Hasil Rapat Nomor: 910/ 46.1 -

BPKAD/VIII/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang 
Persiapan Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 
Anggaran 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

23. Peraturan  Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 
Nomor 4 Seri D);  

24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2014 Nomor 9 Seri D); 

25. Peraturan  Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014
Nomor 10 Seri D). 



 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI 
NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
  

Pasal I 

 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 
2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 
Walikota Bekasi :  
a. Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Seri E); 

b. Nomor 22.A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Daerah Nomor 22.A Tahun 2012 Seri E); 

c. Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Daerah Nomor 33 Tahun 2012 Seri E); 

diubah sebagai berikut : 
 



 
 

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi 
sebagai berikut : 

 
Pasal 14 

 
(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang 

ditandatangani bersama oleh walikota dan penerima hibah. 

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat   ketentuan mengenai: 

a. pemberi dan penerima hibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 

d. hak dan kewajiban; 

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 

f. tata cara pelaporan hibah. 

(3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk 
menandatangani NPHD. 

(4)  Dihapus 
 

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, 
sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :    

 
 Pasal 16 

 
(1) Proses pembayaran atas belanja hibah dilakukan melalui SKPD. 
(2) Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan hibah 

beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui 
kepada SKPD sesuai bidang kewenangannya. 

(3) Surat permohonan pencairan hibah beserta Rencana Anggaran 
Biaya (RAB), sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan 
ini.    

(4) Dalam hal RAB permohonan pencairan hibah tidak sesuai dengan 
RAB yang telah disetujui dalam rekomendasi, perlu mendapat 
persetujuan dari Kepala SKPD/ Unit Kerja pemberi rekomendasi. 

(5) SKPD melakukan verifikasi berkas dan mengajukan nota 
pencairan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan kelengkapan 
sebagai berikut : 



 
 

a. Nota Pencairan dari Kepala SKPD; 
b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (bermaterai); 
c. Berita Acara Serah Terima Uang (bermaterai); 
d. Pakta Integritas (bermaterai); 
e. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon 

penerima hibah (bermaterai); 
f. Surat permohonan pencairan hibah; 
g. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh 

penerima hibah; 
h. Dokumen-dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap 

proposal yang diajukan oleh pemohon dalam rangka 
penyusunan anggaran, antara lain : 
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah; 
2. Fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan organisasi 

kemasyarakatan/ kelompok orang atau penunjukan/ 
pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta 
notaris/ keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai 
pengurus atau dokumen lainnya yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

3. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang 
ditanda tangani oleh calon penerima hibah (organisasi 
kemasyarakatan/ kelompok orang); 

4. Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan 
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
bagi organisasi kemasyarakatan; 

5. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah 
dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah 
yang diketahui oleh Lurah (apabila kegiatan yang 
diajukan merupakan pekerjaan konstruksi); 

6. Fotocopy sertifikat keahlian atau sekurang-kurangnya 
Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Kejuruan jurusan 
bangunan atau sejenisnya dari yang menandatangani 
Rencana Anggaran Biaya (apabila kegiatan yang diajukan 
merupakan pekerjaan konstruksi); 

7. Fotocopy rekening bank atas nama 
lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang yang 
specimennya pimpinan/ketua dan bendahara. 



 
 

(6) Format kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf a sampai dengan huruf e, tercantum pada Lampiran 5 
sampai dengan Lampiran 9 Peraturan ini. 

(7) Berdasarkan Nota Pencairan dari Kepala SKPD sebagaimana 
dimaksud ayat (2), Kepala SKPD melalui Bendahara Pengeluaran 
PPKD menerbitkan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya 
untuk diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

(8) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPKAD memeriksa 
berkas SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk 
diterbitkan SPM oleh Kepala BPKAD.   

(9) SPM beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada Kuasa BUD 
untuk diterbitkan SP2D yang ditujukan kepada pemohon Hibah. 

(10) Pemohon Hibah dapat mencairkan SP2D tersebut ke Bank 
Persepsi yang telah ditunjuk. 

(11) Untuk Sekretariat Daerah penandatangan nota pencairan 
dilakukan oleh Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai 
dengan Bidang tugasnya. 

 

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan Pasal (2), Pasal (3), Pasal (4), 
Pasal (5), Pasal (6), Pasal (7) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 17 
 
(1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian hibah 

barang/ jasa dilakukan oleh SKPD dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
pengadaan barang/ jasa pemerintah. 

(2) dihapus 
(3) dihapus  
(4) dihapus  
(5) dihapus 
(6) dihapus 
(7) dihapus 

 
 
 
 



 
 

4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 
17 A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 17 A 

 

Tahapan penyaluran hibah berupa uang ditentukan oleh SKPD 
pengelola hibah dengan mempertimbangkan jenis kegiatan/ pekerjaan 
dan ketersediaan dana pada saat pengajuan pencairan hibah. 

 

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, 
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 18 

 

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan 
hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD 
terkait. 

(2) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memuat : 

a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum 
mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh 
penerima hibah; 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan 
disusunnya laporan penggunaan hibah; 

c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah 
dilaksanakan sesuai dengan surat permohonan pencairan 
hibah yang telah diajukan kepada Walikota dan NPHD; 

d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran 
yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak 
digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah 
dilaksanakan sesuai dengan surat permohonan pencairan 
hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Kota Bekasi 
dan NPHD; 

e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk 
disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan 
yang telah dilaksanakan; 



 
 

f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah 
(pimpinan/ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga; 

g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah 
dilaksanakan. 

(3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan 
penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait, 
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 
Peraturan ini. 

(4) dihapus 

 

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga 
Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 20 

 
(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bekasi atas pemberian 

hibah meliputi: 

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota; 

b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima 
hibah; 

c. NPHD; 

d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan 
bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan 
surat permohonan pencairan hibah yang telah diajukan 
kepada Walikota dan NPHD; dan 

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau 
bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima 
Barang) atas pemberian hibah berupa barang.  

(2) dihapus 

 

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 
berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 21 

 

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material 
atas penggunaan hibah yang diterimanya. 



 
 

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a. laporan penggunaan hibah; 

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa 
hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan surat 
permohonan pencairan hibah yang telah diajukan kepada 
Walikota dan NPHD; serta 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban 
pembayaran perpajakan bagi penerima hibah berupa uang 
atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah 
Terima Barang) bagi penerima hibah berupa barang. 

(3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dengan format sebagaimana 
tercantum Lampiran VI Peraturan ini. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD/ 
SKPD terkait 2 (dua) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan 
dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran 
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangan. 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek 
pemeriksaan. 

(6) Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah diatas 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan 
pemeriksaan/ audit oleh Kantor Akuntan Publik/ pejabat yang 
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(7) Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah sampai 
dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat 
dilakukan pemeriksaan/ audit oleh pejabat yang berwenang 
berdasarkan peraturan undang-undangan. 

(8) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), dibebankan pada masing-masing 
penerima hibah. 

(9) Pelaksanaan pemeriksaan/ audit oleh Kantor Akuntan Publik/ 
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat 
tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
tujuan pelaporan pertanggungjawaban. 



 
 

 

8. Ketentuan Pasal 34 ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 34 
berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 34 

 

(1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan 
sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Bekasi tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang 
penjabaran APBD. 

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar 
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan 
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan 
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25A. 

(2a) Penyaluran /penyerahan bantuan sosial kepada individu 
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A didasarkan pada 
permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang 
bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang 
serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh 
SKPD terkait. 

(3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penerima 
bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima 
Barang. 

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara 
pembayaran langsung (LS). 

(5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai 
dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima bantuan 
sosial pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah 
uang (TU).  

(6) Proses pembayaran atas belanja bantuan sosial dilakukan 
melalui SKPD. 

(7) Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan bantuan 
sosial beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada SKPD 
sesuai bidang kewenangannya, dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini. 



 
 

(8) SKPD melakukan verifikasi berkas dan mengajukan nota 
pencairan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan kelengkapan 
sebagai berikut : 

a. Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari : 

1. Nota Pencairan dari Kepala SKPD, dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan 
ini; 

2. Berita Acara Serah Terima Uang (bermaterai), dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV 
Peraturan ini; 

3. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial; 

4. salinan/fotocopy KTP atas nama Penerima Belanja 
Bantuan Sosial; 

5. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas 
Penerima Belanja Bantuan Sosial; 

6. kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani dan 
dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial. 

b. Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari : 

1. Nota Pencairan dari Kepala SKPD, dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan 
ini; 

2. Berita Acara Serah Terima Uang (bermaterai), dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV 
Peraturan ini; 

3. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial; 

4. salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima 
Belanja Bantuan Sosial; 

5. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas 
nama kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial; 

6. kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani dan 
dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial. 

c. Belanja Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau 
lembaga non pemerintah, terdiri dari : 

1. Nota Pencairan dari Kepala SKPD, dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan 
ini; 



 
 

2. Berita Acara Serah Terima Uang (bermaterai), dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV 
Peraturan ini; 

3. surat permohonan pencairan  bantuan sosial;  

4. Pakta Integritas (bermaterai), dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini; 

5. surat keterangan transfer yang ditandatangani oleh calon 
penerima bantuan sosial (bermaterai), dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan 
ini; 

6. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 

7. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi 
cap lembaga/ organisasi serta dicantumkan nama lengkap 
ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi; 

8. dokumen-dokumen pendukung pada saat evaluasi 
terhadap proposal yang diajukan oleh pemohon dalam 
rangka penyusunan anggaran, antara lain : 

a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima 
bantuan sosial; 

b) fotocopy dokumen pendirian/pembentukan kelompok 
masyarakat/lembaga non pemerintahan atau 
penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat 
berupa akta notaris/Keputusan 
penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau 
dokumen lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan; 

c) surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang 
ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial 
(kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan); 

d) fotocopy rekening bank atas nama anggota/kelompok 
masyarakat/lembaga non pemerintahan yang 
specimennya anggota masyarakat/pimpinan/ketua 
dan bendahara. 

 

9. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ayat (4) dihapus, 
sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut : 

 
 
 



 
 

Pasal 36 

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan 
penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD 
dengan tembusan kepala SKPD terkait. 

(2) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : 

a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum 
menegenai pelaksanaan kegiatan/ penggunaan bantuan 
sosial yang telah dilakukan oleh penerima bantuan sosial; 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan 
tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;  

c. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran 
yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak 
digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah 
dilaksanakan sesuai dengan surat permohonan pencairan  
bantuan sosial yang telah diajukan kepada Walikota; 

d. penutup, berisi uraian tentang hal- hal yang perlu untuk 
disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan 
kegiatan yang telah dilaksanakan; 

e. tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial 
(pimpinan/ ketua)  serta stempel/  cap  organisasi/ lembaga 
(bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/ cap jari bagi 
yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap 
penerima bantuan sosial ( bagi anggota masyarakat). 

(3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan 
penggunaan bantuan sosial kepada kepala Walikota melalui 
kepala SKPD terkait, dengan format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran X Peraturan ini. 

(4) dihapus  

 

10. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga 
Pasal 38 berbunyi sebagai berikut : 

 
 
 
 



 
 

Pasal 38 
 

(1)  Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bekasi atas pemberian 
bantuan sosial meliputi: 

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota; 

b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima 
bantuan sosial; 

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang 
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan surat permohonan pencairan  
bantuan sosial yang telah diajukan kepada Walikota; dan 

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan 
sosial berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita 
Acara Serah Terima Barang) atas pemberian bantuan sosial 
berupa barang. 

(1a) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dan huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi 
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya. 

(2)   Dihapus. 

 

11. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 39 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 39 
 

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan 
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: 

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan 
sosial;  

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa 
bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan 
surat permohonan pencairan  bantuan sosial yang telah 
diajukan kepada Walikota; dan 

 



 
 

 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan 
sosial berupa uang termasuk kewajiban pembayaran 
perpajakan atau salinan bukti serah terima barang (Berita 
Acara Serah Terima Barang) bagi penerima bantuan sosial 
berupa barang. 

(3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD/ 
SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan 
dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun 
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial 
selaku obyek pemeriksaan. 

(6) Ketentuan mengenai pemeriksaaan/audit sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 21 ayat (7) berlaku secara mutatis 
mutandis bagi penerima bantuan sosial. 

 

12. Ketentuan Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran X, 
Lampiran XIII, Lampiran XV dan Lampiran XVII diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran 
VI, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran XI Peraturan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Bekasi. 

 
 
Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 01 September 2014   
                       
WALIKOTA BEKASI, 

     
              Ttd/Cap 

               
 

RAHMAT EFFENDI 
 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 01 September 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
  Ttd/Cap 
 
       RAYENDRA SUKARMADJI 
 
 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR  34    SERI E              

 
 

  
 

       
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


